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ABSTRAK 
 

Sektor ekonomi tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. 
Dalam mengembangkan ekonomi masyarakat sering menggunakan jasa 
perbankan, salah satunya adalah jasa simpan pinjam. Simpan pinjam merupakan 
salah satu produk jasa keuangan dunia perbankan dan koperasi. Tidak terkecuali 
BMT Batik Mataram yang menyediakan layanan jasa simpan pinjam bagi para 
nasabah selaku konsumen. Konsumen sering merasa haknya dilanggar oleh pelaku 
usaha, tidak terkecuali dalam dunia perbankan. Salah satunya adalah masalah 
kredit macet yang dialami oleh nasabah BMT Batik Mataram. Dimana dalam hal 
ini nasabah merasa haknya untuk mendapat kejelasan akan produk jasa yang 
digunakan dan hak untuk didengar keluhan akan permasalahan tersebut tidak 
didengar, sedangkan nasabah memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang 
khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 
bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah BMT Batik Mataram 
serta bagaimana pertanggungjawaban BMT Batik Mataram dalam menyelesaikan 
sengketa dengan nasabahnya. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penyusun menggunakan 
metode deskriptif analitik dalam penelitian ini. Metode tersebut diperoleh melalui 
data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, 
media masa serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan 
objek penelitian penyusun. Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan 
pendekatan Yuridis-Normatif dalam artian, suatu masalah dipandang berdasarkan 
sisi hukum kemudian dikaitkan dengan norma yang berlaku. 

Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah selaku 
konsumen di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BMT Batik Mataram juga berupaya 
untuk memberikan perlindungan kepada nasabahnya dengan cara melaksaakan 
kewajibannya dan memenuhi hak-hak dari nasabah serta memberikan informasi 
terhadap produk jasa yang ditawarkan guna menjaga kepercayaan dari nasabah. 
Selain itu BMT Batik Mataram telah memberikan pelayanan yang baik dan 
bertanggungajawab dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya. Salah 
satu bentuk pertanggungjawaban penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh 
BMT Batik Mataram adalah dengan cara kekeluargaan, yang pada intinya tidak 
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu upaya yang 
dilakukan secara kekeluargaan adalah dengan cara negosiasi mencari solusi agar 
kepentingan kedua pihak dapat terpenuhi. Selain itu BMT Batik Mataram 
berupaya untuk menjaga kepercayaan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan 
tidak khawatir haknya akan dilanggar oleh BMT Batik Mataram. 
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MOTTO 

 
Be your self,  

Love your self,  

And always be better your self. 

Jadilah dirimu sendiri, serta cintai dirimu sendiri, dengan mencintai 

dirimu sendiri maka kamu akan selalu berusaha menjadi pribadi yang 

lebih baik.  Karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari 

esok adalah harapan agar lebih baik dari hari ini, maka berusahalah 

untuk menjadi yang lebih baik, agar bias menjadi yang terbaik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk 

cukup tingggi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan 

ekonominya sangatlah kuat. Di Indonesia sistem ekonomi sudah ada sejak 

lama, hal ini ditunjukkan dengan dikenalnya sistem jual beli semenjak 

zaman dahulu. Dahulu masyarakat Indonesia menggunakan sistem jual 

beli dengan cara barter. Barter disini dilakukan dengan cara saling tukar-

menukar kebutuhan pokok masyarakat. 

Dalam perkembangannya sistem ekonomi Indonesia tidak dapat 

lepas dari sistem perbankan. Indonesia sendiri mengenal sistem perbankan 

semenjak penjajahan Belanda. Ini ditandai dengan berdirinya De javasche 

Bank, NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828 kemudian 

menyusul Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij, NV pada 

tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam 

negeri dan penjualan ke luar negeri serta terdapat beberapa bank yang 

memegang peranan penting di Hindia Belanda,1 yang kemudian diikuti 

dengan berdirinya bank-bank lain. Pada tahun 1988 pemerintah telah 

mengeluarkan serangkaian kebijakan di bidang keuangan, moneter, dan 

                                                            
1 http://sejarahbank.blogspot.com/, diakses pada hari Minggu, 26 Januari 2014, Pukul 

09.00 WIB. 

1 
 

http://sejarahbank.blogspot.com/


2 
 

perbankan. Semenjak itulah dunia perbakan Indonesia semakin semarak, 

karena dimana-mana banyak bank-bank baru yang muncul bagaikan jamur 

di musim hujan dan kini telah berkembang menjadi suatu sektor 

perekonomian yang maju.2 

Banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan dalam 

perkembangan kehidupannya di setiap harinya. Seiring dengan tingginya 

konsumsi masyarakat akan jasa di bidang perbakan, sehingga menjadikan 

pihak bank menjadi lebih inovatif serta kreatif untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan tempat 

masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh 

kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya dan 

disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat 

bergantung pada kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan 

masyarakat maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk 

menyimpan uangnya di bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan yang 

lain. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci utama bagi 

berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa adanya 

kepercayaan dari masyarakat maka suatu bank tidak akan mampu 

menjalankan kegiatan usahanya. Guna meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi 

masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang 

                                                            
2 http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/12/perlindungan-nasabah-dan-hubungan-

hukum.html, diakses  pada hari Rabu, 29 Januari 2014, Pukul 10.00 WIB. 

http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/12/perlindungan-nasabah-dan-hubungan-hukum.html
http://makalah-ibnu.blogspot.com/2009/12/perlindungan-nasabah-dan-hubungan-hukum.html
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tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.3 

Fockema Andrea menyatakan yang dimaksud dengan bank ialah suatu 

lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam 

menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung 

dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai 

tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam 

pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.4 

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Seiring dengan 

perkembangan perbankan di Indonesia juga di ikuti dengan adanya hukum 

yang mengatur di bidang perbankan. Selama kurang lebih 32 tahun perlu 

diketahui bahwa pembangunan di bidang ekonomi lebih di utamakan 

namun hal ini tidak sejalan dengan pembangunan hukumnya, seolah 

pembangunan hukumnya diabaikan dan hanya mengutamakan 

pembangunan ekonominya saja. Akibatnya dalam pembangunan di bidang 

ekonomi tersebut muncul berbagai isu dan persoalan hukum berskala 

nasional.5  

Masyarakat sebagai konsumen atau lebih dikenal dengan kata 

nasabah memiliki kontribusi yang sangat besar bagi dunia perbankan. 

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang maupun jasa yang 

                                                            
3 Muhammad Djumhanna, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya, 

2006), hlm. 337. 
4 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 

2008), hlm. 08. 
5 Rachmadi Usman,  Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 01. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
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tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.6 

Khusus untuk nasabah, istilah ini digunakan mewakili pihak yang 

menggunakan jasa dunia perbankan, baik untuk keperluannya sendiri 

maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain.7 

Dalam perkembangannya kepentingan dan kepuasan nasabah 

merupakan keutamaan bagi pihak bank. Dimana bank memiliki prinsip 

untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi para nasabahnya. 

Karena eksistensi bank sangat bergantung dari kepercayaan para 

nasabahnya. Oleh karena banyaknya tindakan yang dapat merugikan 

kepentingan nasabah bank, maka diperlukan suatu aturan hukum yang 

mengaturnya, hal ini ditujukan agar kepentingan nasabah dapat dijaga dan 

tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang hanya ingin merugikan 

nasabah.  

Aturan hukum ini guna mengatur dan menjamin kepastian hukum 

bagi para nasabah bank. Banyak terjadi kasus yang kiranya merugikan 

nasabah namun bank sendiri terkesan acuh dan tidak perduli dengan 

kejadian yang dialami oleh nasabahnya. Salah satunya adalah kasus yang 

terjadi di BMT Batik Mataram dengan nasabah yang bernama Ibu 

Windartini seorang pedagang lotek di daerah Umbulharjo yang memiliki 

permasalahan kredit macet di BMT Batik Mataram. Ibu Windartini 

                                                            
6 http://www.ka-lawoffices.com/articles/70.html, Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Direktorat Perlindungan 
Konsumen Republik Indonesia, diakses pada hari Kamis, 30 Januari 2014, Pukul 11.00 WIB. 

7 http://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan, diakses pada hari Sabtu, 01 Febuari 2014, Pukul 
20.30 WIB. 

http://www.ka-lawoffices.com/articles/70.html
http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=konsumen#Hak
http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=konsumen#Hak
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggan
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merupakan salah satu nasabah di BMT Batik Mataram yang sudah cukup 

lama menggunakan jasa keuangan BMT Batik Mataram. Akan tetapi pada 

akhirnya Ibu Windarti menemui kendala pada pembayaran ansurannya, 

sehingga Ibu Windartini tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

nasabah sebagaimana mestinya.  

Kasus lain muncul dari para PKL di daerah 0 KM (nol kilometer), 

pada awalnya para PKL meminjam dana di BMT Batik Mataram guna 

mengembangkan usahanya dengan sistem kredit. Awalnya pinjaman 

diberikan atas dasar kepercayaan dan tidak menggunaka jaminan, namun 

setelah berjalan BMT memberikan aturan baru bagi kreditur, dimana 

kreditur diwajibkan memberikan jaminan apabila kreditur hendak 

mengajukan pinjaman dana di BMT Batik Mataram. 

Dari sini dapat dilihat bahwa lemahnya posisi nasabah dalam 

menunaikan kewajibannya. Sedangkan nasabah yang tidak lain adalah 

konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan diatur oleh hukum 

yang berlaku. Indonesia memiliki aturan Perundang-undangan guna 

melindungi kepentingan konsumen yang di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana Undang-

Undang ini mengatur secara jelas akan kepentingan hukum bagi konsumen 

guna melindungi kepentingan konsumen yang selama ini terkesan 

dikesampingkan oleh para pelaku usaha. Utamanya dalam kasus ini hak-

hak konsumen telah dilanggar, dimana hak-hak yang dimaksud diatur 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
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Perlindungan Konsumen, hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen adalah:8 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara 
patut. 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lain. 
Dalam kasus ini hak-hak konsumen yang tertera dalam Undang-

Undang tersebut terkesan diabaikan oleh pihak BMT Batik Mataram 

sehingga perlu diteliti lebih jauh. Oleh karena itulah penyusun tertarik 

untuk menyusun skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP NASABAH BMT BATIK MATARAM DITINJAU 

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN“. 

 

 

                                                            
8 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah BMT Batik 

Mataram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban BMT Batik Mataram dalam 

menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-

tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penyusun yang tidak lepas dari 

pokok masalah yang telah ditentukan. Adapun yang akan menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap 

nasabah BMT Batik Mataram ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban BMT BMT Batik 

Mataram dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 
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2. Manfaat 

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis. Oleh 

karena itu yang akan didapat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk manambah pengetahuan khususnya agar para 

nasabah di dunia perbankan serta masyarakat pada 

umumnya mengetahui bagaimana bentuk perlindungan 

hukum terhadap nasabah dan bentuk pertanggungajawaban 

dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya di BMT 

Batik Mataram ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2) Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum 

pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya 

tentang perlindungan hukum bagi nasabah dan bentuk 

pertanggungajawaban dalam menyelesaikan sengketa 

dengan nasabahnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Manfaat Praktis 

1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 

dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan 

penyusun dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum 

terutama tentang perlindungan hukum bagi nasabah bank 
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pada umumnya dan nasabah BMT Batik Mataram pada 

khusunya serta bentuk pertanggungajawaban bank pada 

umumnya dan pertanggungjawaban BMT Batik Mataram 

dalam meneyelesaikan sengketa dengan nasabahnya 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan 

memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para 

pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan 

berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang 

sama. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penyusun dengan penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun 

melakukan beberapa penelusuran literatur mengenai perlindungan hukum 

terhadap nasabah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sejauh yang 

penyusun ketahui ditemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan 

penelitian yang hendak dikaji oleh penyusun sebagai berikut: 

Skripsi Nining Analita dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya yang Tidak Dijamin 

Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Suatu Studi Terhadap Undang-
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Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan)”.9 

Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum 

terhadap nasabah penyimpanan atas dana simpanannya yang tidak dijamin 

oleh Lembaga penjamin Simpanan dapat dibagi menurut hubungan hukum 

bank dengan nasabah penyimpan. Sedangkan yang akan diteliti oleh 

penyusun dititik beratkan pada perlindungan hukum nasabah dan 

pertanggungjawaban BMT Batik Mataram dalam menyelesaikan sengketa, 

terutama pada pemenuhan hak konsumen yang ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Skripsi Nova Choiruddin Mahardika dengan judul “Perlindungan 

Simpanan Anggota di BMT Beringharjo (Tinjauan Syari’ah dan 

Hukum)”.10 Dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT 

Beringharjo melakukan pengendalian manajemen guna memberikan 

kemanfaatan berkelanjutan kepada mitra usahanya dengan memberikan 

bentuk perlindungan secara implisit, hal ini dikarenakan BMT Beringharjo 

belum memiliki lembaga yang secara khusus menjamin simpanan 

mitranya. Sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun dititik beratkan 

pada perlindungan hukum terhadap nasabah di BMT Batik Mataram 

                                                            
9 http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/NINING%20ANALITA%20E1A008318_0.pdf, 

Nining Analita, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya yang 
Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Suatu Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
Jenderal Soedirman Purwokerto, 2012, diakses pada hari Jumat, 07 Februari 2014, Pukul 12.00 
WIB. 

10 Nova Choiruddin Mahardika, “Perlindungan Simpanan Anggota Di BMT Beringharjo 
(Tinjauan Syari’ah dan Hukum)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2013. 

http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/NINING%20ANALITA%20E1A008318_0.pdf
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ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan tidak menggunakan tinjauan syari’ah. 

Skripsi Melli Meilany dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen”.11 Dari skripsi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang 

diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya karena pada dasarnya 

Undang-Undang ini melindungi konsumen termasuk nasabah secara 

umum. Oleh karena itu pihak bank selaku pelaku usaha berkewajiban 

melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan. 

Sedangkan yang akan diteliti oleh penyusun dititik beratkan pada bentuk 

perlindungan hukum terhadap nasabah BMT Batik Mataram dan bentuk 

pertanggungjawaban yang diberikan oleh BMT Batik Mataram dalam 

menyelesaikan sengketa dengan nasabahnya ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan titik 

fokusnya pada hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dari beberapa skripsi di atas, meskipun sama-sama mengkaji 

tentang perlindungan hukum nasabah suatu penyedia jasa keuangan, 

                                                            
11 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12130/1/09E02003.pdf, Melli 

Meilany, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera 
Utara Medan, 2008, diakses pada hari Jumat, 07 Februari 2014, Pukul 12.00 WIB. 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12130/1/09E02003.pdf
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namun skripsi yang akan penyusun susun memiliki perbedaan, dimana 

penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun secara khusus akan meneliti 

tentang bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah serta penyusun juga 

akan melakukan penelitian yang mendalam mengenai penyelesaian 

sengketa yang diberikan oleh BMT Batik Mataram terhadap nasabahnya 

dengan memfokuskan pada pemenuhan hak konsumen. Apakah sudah 

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya 

dalam pemenuhan hak-hak konsumen seperti yang tertera dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

atau justru malah merugikan nasabah selaku konsumennya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos 

berarti rumah tangga dan nomos berarti mengatur. Dari pengertian tersebut 

dapat diartikan bahwa ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Tujuan 

dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai kegiatan 

atau aktivitas ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi.12 

Pada dasarnya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sendiri 

tidak dapat lepas dari peran para pelaku usaha dan konsumen. Dimana 

konsumen sendiri merupakan hal terpenting dalam melakukan setiap 

kegiatan usaha, karena tanpa adanya konsumen maka usaha yang 

                                                            
12 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 

2004), hlm. 01. 
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dijalankan tidak akan berhasil. Namun disisi lain banyak pelaku usaha 

yang menganggap remeh keberadaan konsumen dengan mengabaikan 

kepentingan dan haknya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan hukum 

guna melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. 

Demi menjaga kepentingan konsumen pengguna barang maupun 

jasa maka diperlukan suatu tindakan yang bertujuan untuk melindungi 

kepentingan konsumen dari hal-hal yang sifatnya dapat merugikan 

konsumen. 

1. Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari kata consumer, yang secara 

harfiah berarti lawan dari produsen atau setiap orang yang 

menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-

Indonesia yang memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau 

konsumen. Black’s Law Dictionary juga mendefinisikan konsumen 

adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama 

tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku 

usaha maupun pebisnis.13 

Konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu 

produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, 

seperti pemberian, hadiah, dan undangan.14 Konsumen merupakan 

bagian yang tidak dapat lepas dari berbagai sektor kegiatan usaha, 

                                                            
13 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2013), hlm. 15. 
14 Inosentius Samsul,  Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggun Jawab 

Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 34. 
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konsumen merupakan inti dari keberhasilan suatu produk barang 

maupun jasa. Karena yang akan mengkonsumsi suatu produk 

barang maupun jasa adalah konsumen itu sendiri. Oleh karenanya 

hak-hak konsumen haruslah diperhatikan. Jangan sampai hak 

konsumen dilanggar atau diabaikan begitu saja. Perlindungan 

konsumen tidak hanya menjadi bahasan nasional namun juga 

menjadi perbincangan internasional. Dimana dalam 

perkembangannya konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi. 

Hak-hak konsumen dalam perspektif internasioal seperti yang 

dilkemukakan oleh Jhon F. Kennedy menyebutkan beberapa hak 

yang harus dilindungi bagi konsumen adalah:15 

1. Hak memperoleh keamanan (the right of safety). 
2. Hak memilih (the right to choose). 
3. Hak mendapat informasi (the right to be informed), dan. 
4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 

Hak-hak konsumen sendiri di Indonesia kini telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, dimana dalam Undang-

Undang ini konsumen memiliki hak untuk:16 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan 
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

                                                            
15 Zulham, Hukum Perlindungan.., hlm. 47-48. 
16 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen 
secara patut. 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan 
konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya, dan. 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lain. 

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, 

terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam 

perlindungan konsumen. Hak-hak dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen di atas merupakan penjabaran dari Pasal-

pasal yang berintikan kesejahteraan, yakni Pasal 27 ayat (2) dan 

Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia.17 

2. Perlindungan Hukum Konsumen 

Perlindungan adalah tempat berlindung, dari suatu hal baik 

berupa perbuatan dan sebagainya guna melindungi kepentingan 

para pihak.18 Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering 

berinteraksi antara satu dengan yang lain. Didalam kegiatan 

masyarakat dalam berinteraksi dibutuhkan suatu bentuk 

perlindungan agar tidak terjadi kecurangan diantara masyarakat 

                                                            
17 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 

34. 
18 http://Statushukum.com/perlindungan-hukum.html, diakses pada hari Kamis, 29 Mei 

2014, Pukul 18.00 WIB. 

http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html
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satu dengan yang lain. Perlindungan disini diperlukan untuk 

menjaga kepentingannya setiap pihak. Setiap masyarakat memiliki 

hak untuk dilindungi kepentingannya oleh hukum dan negara.  

Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara 

dengan warga negaranya, hubungan inilah yang menimbulkan hak 

dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga 

negara dan disisi lain perlindungan hukum akan menjadi kewajiban 

negara, sehingga negara wajib untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan 

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum.  

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan 

yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat 

hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun 

dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara 

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan 

hukum.19 Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat 

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 

kedamaian.20 

                                                            
19 http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html, diakses pada hari Rabu, 28 Mei 

2014, Pukul 20.00 WIB. 
20 www.academia.edu/5782771/teori-hukum-dalam-aplikasi-devinisi-sebagai-bentuk-

perlindungan-hukum, diakses pada hari Sabtu, 31 Mei 2014, Pukul 21.00 WIB. 

http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html
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Perlindungan konsumen tidak dapat lepas dari hukum 

ekonomi. Sedangkan hukum ekonomi erat kaitannya dengan 

hukum perbankan. Dan hukum perbankan sendiri adalah bagian 

dari hukum perdata. Oleh karena itu perlu adanya aturan hukum 

yang mengatur guna menjamin kepastian hukum bagi para 

pelakunya. Perlindungan konsumen sendiri merupakan istilah yang 

dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan 

perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan 

produk barang maupun jasa.21 Menurut peraturan perundang-

undangan, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen. 

Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia 

sendiri telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda meski dengan 

istilah lain, namun pada saat ini sebagian besar peraturan-peraturan 

tersebut sudah tidak di berlakukan lagi. Setelah kemerdekaan 

Indonesia hingga tahun 1999, Undang-Undang di Indonesia belum 

mengenal istilah perlindungan konsumen. Namun peraturan 

perundang-undangan di Indonesia berusaha untuk memenuhi 

unsur-unsur perlindungan konsumen meski belum memiliki 

ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen. Oleh 

karenanya banyak muncul berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat 

                                                            
21 Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 01. 
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(LSM) yang menyerukan tentang perlunya perlindungan 

konsumen, sehingga pada tahun 1999 dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.22 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen.23 Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak 

konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, 

memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-

wenang yang selalu merugikan hak konsumen. 

3. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha 

Pada umumnya konsep tanggung jawab hukum (liability) 

akan merujuk pada tanggung jawab dalam bidang hukum publik 

yang mencakup hukum administrasi negara dan hukum pidana dan 

dalam bidang hukum privat yang mencakup hukum perdata. 

Liability merupakan istilah hukum secara luas yang merujuk 

hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, pasti, 

bergantung atau mungkin meliputi seluruh hak dan kewajiban 

secara aktual atau potensial.24 

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat 

disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur 

                                                            
22 www.lawskripsi.com/publised, diakses pada hari Rabu, 29 Januari 2014, Pukul 10.00 

WIB. 
23 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  
24 http://Eprintis.unlam.ac.id/139/1/tanggung%20jawab%20produk-

UNS%20Surakarta.pdf, tanggung jawab produk dalam transaksi konsumen di dunia maya oleh: 
Abdul Halim Barkatullah, diakses pada hari Kamis, 29 Mei 2014, Pukul 19.00 WIB. 

http://eprintis.unlam.ac.id/139/1/tanggung%20jawab%20produk-UNS%20Surakarta.pdf
http://eprintis.unlam.ac.id/139/1/tanggung%20jawab%20produk-UNS%20Surakarta.pdf
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dalam Pasal 1366 KUHPerdata, sebagai berikut:25 setiap orang 

bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan 

karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan 

karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. 

Dalam prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian 

konsumen di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diatur khusus 

dalam satu Bab, yaitu dalam Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai 

dengan Pasal 28. 

Dalam penelitian karya tulis ini penyusun akan menggunakan 

beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar 

belakang, di antaranya yaitu:26 

1. Teori pelindungan hukum Salmon 

Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu 

lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu 

hanya dapat dilakukan  dengan cara membatasi berbagai kepentingan 

di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi 

untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi.27 

 
                                                            

25 Pasal 1366 KUHPerdata. 
26 Satjipto Raharjo,  Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53. 
27 Ibid, hlm. 69.  
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2. Teori Caveat Emptor 

Langkah mendasar dari perkembangan konsep perlindungan hak-hak 

konsumen adalah koreksi besar atas kebijakan yang tertuang dalam 

teori caveat emptor. Teori ini berkembang luas pada zaman 

kekaisaran Romawi Kuno. Selama periode itu konsumen tidak dapat 

berbuat banyak terhadap pembelian barang-barang cacat (defective 

goods) yang dijual produsen atau pelaku usaha. Istilah caveat emptor 

berasal dari bahasa latin yang berarti pembeli harus berwaspada. Jika 

pembeli tidak berhati-hati dalam pembeliannya, maka pembeli akan 

bertanggung jawab sendiri dan memikul seluruh risiko atas 

pembelian yang tidak menguntungkannya. Banyak pihak yang 

semakin sadar bahwa implementasi teori caveat emptor sangat 

merugikan konsumen.28 

3. Teori Caveat Venditor  

Inti dari teori ini adalah menggambarkan agar penjual berhati-hati. 

Prinsip ini  mengandung maksud bahwa penjual harus beritikad baik 

dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada pembeli 

atau konsumen. Berbeda dengan prinsip caveat emptor yang 

meminta pembeli teliti dan berhati-hati sebelum membeli karena 

penjual mungkin curang, prinsip caveat venditor ini membebankan 

tanggung jawab kehati-hatian pada penjual (produsen).29 

 

                                                            
28 http://chapterII.pdf, diakses pada hari Senin 12 Mei 2014, Pukul 16.00 WIB. 
29 http://chapterII.pdf, diakses pada hari Senin 12 Mei 2014, Pukul 16.00 WIB. 

http://chapterii.pdf/
http://chapterii.pdf/
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4. Teori Paternalistik sebagai justifikasi  

Masalah yang dihadapi konsumen terus meningkat intensitasnya, 

sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan intervensi untuk 

mengatasi potensi yang merugikan konsumen. Teori paternalistik 

menjustifikasi intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Intervensi 

ini dilakukan agar keseimbangan antara hak dan kewajiban produsen 

dengan konsumen dapat diwujudkan. Manifestasi hukum yang 

bersifat paternalistik adalah untuk mencegah kerugian yang dialami 

konsumen akibat perjanjian yang merugikan produsen dan 

konsumen. Prinsip dasar hukum yang bersifat paternalistik, misalnya 

undang-undang memuat ketentuan yang mengatakan bahwa barang-

barang yang diedarkan di masyarakatharus memenuhi tingkatan 

kualitas yang memuaskan dan memang layak untuk dikonsumsi. 

Konsumen tidak wajib mewujukan hak-haknya, jika memang 

mereka tidak berkenan untuk mewujudkannya, tetapi konsumen 

sudah memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang yang harus 

dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

5. Teori Let the Bayer Beware 

Konsumen diletakkan pada posisi yang seimbang, dimana 

kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha berada pada posisi 

yang seimbang, maka konsumen tidak perlu mendapatkan 

perlindungan yang berlebihan. Namun dengan demikian maka 
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konsumen tidak mendapatkan akses informasi terhadap barang dan 

jasa, serta konsumen memiliki pengetahuan yang terbatas pada 

produk barang dan jasanya. 

6. Teori the Due Care 

Yaitu kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidaklah sama, dimana 

pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam menawarkan produk 

barang dan jasa. Apabila pelakuusaha teledor dalam menawarkan 

produk barang maupun jasanya dan mengakibatkan kerugian bagi 

konsumen, maka konsumen harus membuktikan kecerobohan pelaku 

usaha sesuai dengan pasal 1865 KUHPerdata. 

7. Teori the Privity of Contrak 

Konsumen yang bisa mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha 

adalah konsumen yang memiliki hubungan kontraktual dengan 

pelaku usaha. Konsumen yang mendapatkan ganti rugi barang adalah 

konsumen yang memiliki perjanjian. Sedangkan konsumen yang 

memiliki barang tanpa dengan adanya perjanjian, maka konsumen 

tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi, hal ini karena kedudukan 

antara pelaku usaha dan konsumen adalah setara. 

8.  Teori Kontrak bukanlah syarat untuk mendapatkan perlindungan 

konsumen 

Ini berarti konsumen tetap dilindungi meski tidak dalam hubungan 

perjanjian terlebih dahulu. Munculnya kontrak ini karena adanya 
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transaksi yang bermacam-macam di dunia perekonomian, kecuali 

untuk jasa secara ringkas transaksi konsumen sangat luas.30 

9. Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian 

Teori ini merupakan suatu tanggung jawab yang didasarkan pada 

adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat 

merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah 

memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atu kelalaian 

dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori 

tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan 

perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen 

dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada 

 produsen, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara 

konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. 

Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen 

diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui. 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

Di dalam peraturan Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen disebutkan dalam Pasal 4 bahwa konsumen 

memiliki hak-hak yang dilindugi oleh Undang-Undang. Dengan 

demikian pelaku usaha wajib untuk memenuhi hak-hak konsumen 

seperti yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

                                                            
30 http://hukum-perlindungan-konsumen.pdf, diakses pada hari Selasa 13 Mei 2014, Pukul 18.00 
WIB. 

http://hukum-perlindungan-konsumen.pdf/
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Selain untuk melindungi kepentingan konsumen yang kerap 

diabaikan oleh pelaku usaha, Undang-Undang ini juga bertujuan 

untuk menciptakan iklim usaha yang sehat antar pelaku usaha, 

sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan hak-haknya. 

Dari sekian banyaknya teori dan aturan hukum yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum konsumen, maka penyusun memilih teori 

caveat venditor serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen sebagai salah satu landasan penyusun mengingat 

bahwa konsumen selaku pemakai akhir dari produk barang maupun jasa 

merupakan penentu akhir dari keberlanjutan produk barang maupun jasa 

itu tetap bisa berjalan atau tidak, hal ini karena tanpa adanya konsumen 

maka pelaku usaha tidak dapat menjalankan usahanya, atau dengan kata 

lain keberlanjutan kehidupan usaha berada di tangan konsumen. Dengan 

berdasar pada teori caveat venditor dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dapat dirumuskan 

perlindungan hukum konsumen sebagai: 

1. Untuk memberikan kesadaran hukum baik bagi konsumen maupun 

bagi para pelaku usaha. 

2. Upaya perlindungan yang diberikan kepada konsumen. 

3. Untuk membangun rasa tanggung jawab kepada para pelaku usaha 

atas produk barang maupun jasa yang ditawarkan. 

4. Upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.  
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F. Metode Penelitian 

Agar penelitian berjalan dengan baik dan lancar serta dapat 

memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Metode yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penyusun adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penyusun melakukan 

penelitian berdasarkan obyek penelitian atau lapangan. Dalam hal 

ini yang akan menjadi obyek penelitian dari penyusun adalah BMT 

Batik Mataram. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang akan penyusun gunakan adalah 

deskriptif analitik, yang merupakan sifat penelitian dengan cara 

menjelaskan dan menyajikan data-data yang ada di lapangan 

menjadi sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami 

dan disimpulkan.31 

3. Sumber Data 

Untuk dapat mendapatkan data yang objektif, maka 

penyusun mengumpulkan data dengan cara: 

                                                            
31 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 06. 
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a. Data Primer 

Bahan data primer yang akan digunakan adalah data 

yang ada di lapangan, dimana data tersebut merupakan 

keterangan para pihak yang bersangkutan, baik pihak BMT 

Batik Mataram maupun para nasabah yang terkait serta 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

b. Data Sekunder 

Bahan data sekunder yang akan digunakan seperti 

peraturan-peraturan lain yang terkait dengan masalah 

tersebut, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, 

jurnal, tesis, dan karya ilmiah. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di BMT Batik Mataram. 

Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan judul yang diambil 

penyusun, dimana BMT Batik Mataram yang dijadikan 

obyek penelitian. 

5. Penentuan Narasumber 

Penyusun menentukan narasumber dalam penelitian 

ini dengan cara mewawancarai pihak BMT Batik Mataram 

dan nasabah BMT Batik Mataram. Narasumber dari pihak 

BMT Batik Mataram adalah staf dan karyawan di BMT Batik 

Mataram, sedangkan narasumber dari pihak nasabah BMT 
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Batik Mataram ditentukan dengan cara penentuan populasi 

dan sample, ini dilakukan untuk mempermudah pengumpulan 

data yang dilakukan oleh penyusun. Dimana BMT Batik 

Mataram memiliki nasabah sebanyak 1488 (seribu empat 

ratus delapan puluh delapan) orang, penyusun melakukan 

wawancara kepada 24 orang yang dilakukan secara acak, 

namun narasumber yang terkait dalam pokok permasalahan 

akan tetap diwawancarai. Sehingga setiap 1 (satu) orang 

nasabah yang diwawancarai akan mewakili 62 (enam puluh 

dua) orang nasabah.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun 

menggunakan sarana: 

a. Observasi: metode pengumpulan data secara sistematis 

melalui pengamatan dan pencatatan terhadap kedaan 

yang diselidiki. Penyusun melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung ke lokasi untuk 

mengumpulkan data tentang gambaran umum keadaan 

BMT Batik Mataram. 

b. Wawancara: digunakan untuk memperoleh data dari 

narasumber guna memperoleh keterangan dan 

mengetahui informasi serta tanggapan dari narasumber. 

Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi 
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berupa keterangan dan pernyataan seputar permasalahan 

yang sedang diteliti dari narasumber, yaitu untuk 

memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan 

hukum bagi nasabah serta bentuk pertanggungajawaban 

BMT Batik Mataram dalam menyelesaikan sengketa 

dengan nasabahnya. 

c. Dokumentasi: pengumpulan data atau bahan-bahan 

berupa dokumen. Data tersebut berupa arsip-arsip, foto-

foto serta hal-hal lain yang mendukung penyusunan 

skripsi ini. 

7. Analisa Data 

Analisis data yaitu setelah data terkumpul, kemudian 

dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen 

analisis data kualitatif deduktif. Dengan pengertian bahwa 

data yang dipakai tidak menggunakan perhitungan angka, 

melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan 

berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan beberapa 

orang yang terlibat dalam permasalahan ini. Data umum yang 

telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan yang 

bersifat khusus dengan cara berfikir deduktif, disertai dengan 

pemaparan solusi.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar penyusun lebih 

mudah dalam menyusun skripsi dan tidak terjadi kerancuhan disetiap 

pembahasannya dengan uaraian: 

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang pengertian konsumen dan hak-hak konsumen, 

baik menurut para ahli maupun yang tertera dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Bab III berisi tentang gambaran umum BMT baik berupa 

pengertian serta dasar hukum pembentukannya. Dan berisi pula tentang 

BMT Batik Mataram meliputi profil, visi dan misi, produk serta 

mekanisme atau prosedur pengurusan produk yang ada di BMT Batik 

Mataram. 

Bab IV berisi analisis tentang data yang diperoleh tentang 

perlindungan hukum bagi nasabah dan pertanggungjawaban penyelesaian  

sengketa dengan nasabah di BMT Batik Mataram. 

Bab V merupakan penutup, yang mana dalam bab ini berisi 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok 

masalah yang ada dalam bab I. 



 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen seperti yang tertera dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, dalam hal ini BMT Batik Mataram merealisasikanya 

dengan cukup baik. BMT Batik Mataram menjalankan dan 

melaksanakan ketentuan Perundang-undangan khususnya pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dimana dalam pelaksanaannya BMT Batik Mataram berusaha untuk 

memenuhi hak-hak nasabah yang tidak lain adalah konsumen seperti 

yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Salah satunya dengan cara memberikan 

kesempatan pada nasabah untuk memilih produk jasa keuangan yang 

akan dipilih, memberikan informasi yang jelas atas produk jasa, 

mendengar keluhan dan memberikan pemecahan masalah serta 

memberikan toleransi kepada nasabah apabila terjadi hambatan dalam 

melaksanakan keawajibannya untuk membayar angsuran pinjaman, 
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serta  memberikan keringanan dalam melunasi pinjaman bagi nasabah 

BMT Batik Mataram. 

2. Dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai 

lembaga keuangan BMT Batik Mataram tak luput dari hambatan. Salah 

satu masalah yang dihadapi BMT Batik Mataram adalah ada nasabah 

yang macet dalam  membayarkan angsuran pinjamannya. Dalam 

menghadapi permasalahan seperti ini BMT Batik Mataram berusaha 

untuk selalu mengutamakan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan 

setiap permasalahan dengan nasabahnya. Hal ini bertujuan untuk tetap 

mempertahankan prinsip awal, yaitu BMT merupakan tempat simpan 

pinjam yang berbasis kekeluargaan. Sehingga setiap terjadi 

permasalahan dengan nasabahnya maka BMT Batik Mataram berusaha 

untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Selain itu cara 

penyelesaian sengketa secara kekeluargaan ini bertujuan agar 

kepentingan nasabah selaku konsumen tetap dapat dipenuhi tanpa 

melanggar hak-hak dari nasabah. Dengan demikian hak-hak nasabah 

seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen tetap dapat dipenuhi oleh BMT Batik 

Mataram selaku pelaku usaha, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga tertera tentang tata 

cara penyelesaian sengketa dimana dalam Pasal 47 dijelaskan tentang 

penyelesaian sengketa diluar jalur peradilan. Keuntungan lain yang 

diperoleh BMT Batik Mataram adalah kepercayaan nasabah kepada 
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BMT Batik Mataram tetap dapat terjaga serta BMT Batik Mataram juga 

tidak mengalami kerugian besar atas dana yang dipinjamkan kepada 

nasabahnya. 

 

B. SARAN 

Setelah penyusun melakukan penelitian dalam perlindungan hukum 

terhadap konsumen di BMT Batik Mataram dengan kerendahan hati 

penyusun ingin memberikan beberapa saran khususnya kepada pihak BMT: 

1. Hendaknya BMT terkait memberikan informasi yang jelas terhadap 

produk jasa pelayanan di BMT Batik Mataram kepada nasabahnya, 

sehingga nasabah mengetahui jasa pelayanan apa yang mereka 

butuhkan serta nasabah mengetahui secara jelas produk dan isi dari 

produk tersebut. 

2. Hendaknya BMT lebih meningkatkan prinsip mengenal nasabah lebih 

medalam, salah satunya dengan lebih teliti dalam melakukan survei di 

lapangan terhadap calon nasabah khususnya bagi nasabah yang hendak 

mengajukan pinjaman agar masalah seperti kredit macet dapat 

diminimalisir. 

3. Hendaknya BMT melakukan Check and Balance kepada nasabah yang 

melakukan pinjaman guna membangun usaha, serta untuk mengetahui 

usahanya berkembang atau tidak sehingga nasabah terkontrol dan tidak 

menyalahgunakan dana pinjamannya. 
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Dengan mengucap syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Kesimpulan dalam penelitian hanya 

bersifat sementara (belum final). Penyusun yakin bahwa penggunaan 

pendekatan yang berbeda dalam penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan 

yang berbeda pula. 

Penyusun menyadari akan kelemahan, sehingga tidak menutup 

kemungkinan terdapat kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu tegur sapa 

konstruktif dari semua pembaca sangatlah penyusun hargai dan harapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. 

Penyusun juga berharap agar skripsi ini mampu mendatangkan 

manfaat bagi pembaca serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

pengembangan penelitian di bidang Ilmu Hukum di masa yang akan datang. 

Akhirnya penyusun berharap semoga Allah SWT senantiasa meluruskan 

setiap langkah kita menuju kebaikan. Amin. 
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